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A. TUJUAN 

1. Pokok Bahasan 

: Penatausahaan dan Akuntansi SKPKD
2. Sub Pokok Bahasan: 
        

a. Jurnal restatement dan posting ke buku besar

b. Penatausahaan dan akuntansi transaksi Pendapatan SKPKD sebagai SKPD
c. Penatausahaan dan akuntansi Belanja SKPKD sebagai SKPD
d. Penatausahaan SKPKD sebagai Pemda
e. Akuntansi Pendapatan SKPKD sebagai Pemda
f. Akuntansi Konsolidasi & penyusunan Laporan Keuangan SKPKD dan Pemda
3. Tujuan Pembelajaran Umum: Jurnal, posting dan membuat laporan keuangan konsolidasi
4. Tujuan Pembelajaran Khusus
:

a. Menjelaskan jurnal restatement dan posting ke buku besar 
b. Menjelaskan penatausahaan transaksi pendapatan SKPKD sebagai SKPD
c. Menjelaskan pencatatan pendapatan SKPKD ke jurnal khusus dan posting 
d. Menjelaskan penatausahaan atas belanja SKPKD sebagai SKPD
e. Menjelaskan penjurnalan dan posting ke buku besar yang sesuai
f. Menjelaskan penatausahaan SKPKD sebagai  Pemerintah Daerah
g. Menjelaskan penjurnalan dan posting pendapatan SKPKD sebagai Pemda
h. Menjelaskan akuntansi untuk konsolidasi laporan keuangan dari SKPD

i. Menjelaskan penyusunan laporan keuangan konsolidasi SKPKD

B. Peralatan dan Bahan 

1. Alat tulis warna biru dan merah, penghapus dan tippex, penggaris, gunting dan cutter
2. Lembar dokumen input dan output
3. Tempat dokumen input dan output.
C. Prosedur K3

1. Pastikan apakah seluruh peralatan berada pada kondisi baik. Bila tidak, beritahu teknisi/petugas untuk ditangani, dan pastikan peralatan kerja memenuhi persyaratan ergonomil
2. Pastikan bahwa meja kerja/peralatan yang anda gunakan tidak terdapat bagian yang dapat menimbulkan kejut akibat tegangan atau arus bocor.

3. Dalam hal kalkulator eletronik, sebelum rangkaian dihubungkan ke sumber tegangan, tidak terdapat bagian yang membuat hubung singkat atau terputus.

4. Pastikan penggunaan barang barang elektronik (kalkulator, komputer) mengikuti petunjuk penggunaan.

D. LEMBAR INFORMASI dan TUGAS
Di bawah ini disajikan informasi dari SKPKD Pemerintah Kabupaten Cimahi  berupa neraca CTA, DPA SKPKD sebagai SKPD, Belanja SKPKD sebagai SKPD, Penerimaan SP2D UP, GU dan LS serta pemotongan dan penyetoran pajak, penerimaan dan pengeluaran, DPA PPKD sebagai Pemda, dan dokumen penatausahaan untuk konsolidasi, selama bulan Januari 200B.
1.     Jurnal restatement dan Posting Ke Buku Besar
SKPKD – KABUPATEN CIMAHI
NERACA

PER 31 DESEMBER  200A
	No
	Uraian
	Rp ‘000

	
	ASET
	

	
	ASET  LANCAR
	

	
	   Kas di Kas Daerah
	2.000.000.

	
	   Investasi Jangka Pendek
	400.000.

	
	   Piutang Pajak
	100.000.

	
	   Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
	200.000.

	
	   Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
	300.000.

	
	                Jumlah Aset Lancar 
	3.000.000.

	
	INVESTASI JANGKA PANJANG
	

	
	   Investasi Nonpermanen
	

	
	          Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
	2.000.000.

	
	          Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
	3.000.000.

	
	                 Jumlah Investasi Nonpermanen 
	5.000.000.

	
	   Investasi Permanen
	

	
	          Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah
	30.000.000.

	
	                 Jumlah Investasi Permanen 
	30.000.000.

	
	                          Jumlah Investasi Jangka Panjang 
	35.000.000.

	
	ASET TETAP
	

	
	    Tanah 
	10.000.000.

	
	    Peralatan Dan Mesin
	4.000.000.

	
	    Gedung Dan Bangunan 
	5.000.000.

	
	    Akumulasi Penyusutan 
	(2.000.000.)

	
	                 Jumlah Aset Tetap 
	17.000.000.

	
	DANA CADANGAN 
	

	
	    Dana Cadangan
	5.500.000.

	
	                Jumlah Dana Cadangan  
	5.500.000.

	
	ASET LAINNYA
	

	
	    Aset Tak Berwujud
	1.000.000.

	
	                Jumlah Aset Lainnya 
	1.000.000.

	
	                         JUMLAH ASET 
	61.500.000.

	
	KEWAJIBAN
	

	
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
	

	
	    Utang Bunga
	50.000.

	
	    Utang Perhitungan Fihak Ketiga 
	100.000.

	
	    Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintahan Pusat
	600.000.

	
	    Bagian Lancar Utang Dalam Negeri _ LKB
	400.000.

	
	                                  Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 
	1.150.000.

	
	 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
	

	
	    Utang Dalam Negeri – Pemerintahan Pusat
	12.000.000.

	
	    Utang Dalam Negeri _ LKB
	8.000.000.

	
	                  Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 
	20.000.000.

	
	                                             JUMLAH KEWAJIBAN 
	21.150.000.

	
	EKUITAS DANA 
	

	
	EKUITAS DANA LANCAR
	

	
	   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)  
	2.400.000.

	
	   Cadangan Piutang
	600.000.

	
	   Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
	(1.150.000.)

	
	                            Jumlah Ekuitas Dana Lancar 
	1.850.000.

	
	EKUITAS DANA INVESTASI 
	

	
	    Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
	35.000.000.

	
	    Diinvestasikan dalam Aset Tetap
	17.000.000.

	
	    Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
	1.000.000.

	
	    Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
	(20.000.000.)

	
	                         Jumlah Ekuitas Dana Investasi 
	33.000.000.

	
	EKUITAS DANA CADANGAN
	

	
	    Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 
	5.500.000.

	
	                Jumlah Ekuitas Dana Cadangan 
	5.500.000.

	
	                         JUMLAH EKUITAS DANA 
	40.350.000.

	
	                     JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 
	61.500.000.


Berdasarkan pada informasi pada neraca SKPKD pertanggal 31 Desember 200A tersebut di atas, saudara diminta untuk membuat: 

a. Jurnal restatement yang diperlukan pada awal tahun 200B (A/P – Peralatan& Mesin Rp 750.000.000,- ; A/P – Gedung & Bangunan Rp 1.250.000.000,-)
b. Posting jurnal restatement tersebut ke akun buku besar yang sesuai
c. Sempurnakan buku besar neraca SKPD tersebut

2. Penatausahaan Pendapatan SKPKD sebagai SKPD

Di bawah ini informasi transaksi pendapatan sebagai SKPKD, adalah sebagai berikut:

Berikut ini ringkasan DPA SKPKD  1  (Pendapatan ) sebagai SKPD terdiri atas :
	Kode Urusan pemerintahan/Organisasi/

Rekening
	Nama Urusan Pemerintahan/Organisasi/ Akun
	Anggaran

	1.20
	Pemerintahan Umum
	

	1.20.05
	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	

	4.1
	Pendapatan Asli Daerah
	87.010.000.000.

	4.1.1
	Hasil Pajak Daerah
	80.000.000.000.

	4.1.1.01
	Pajak Hotel
	30.000.000.000.

	4.1.1.01.01
	Hotel Bintang Berlian
	10.000.000.000.

	4.1.1.01.02
	Hotel Bintang Lima
	7.000.000.000.

	4.1.1.01.03
	Hotel Bintang Empat
	5.000.000.000.

	4.1.1.01.04
	Hotel Bintang Tiga
	4.000.000.000.

	4.1.1.01.05
	Hotel Bintang Dua
	2.000.000.000.

	4.1.1.01.06
	Hotel Bintang Satu
	1.000.000.000.

	4.1.1.01.07
	Hotel Melati Tiga
	1.000.000.000.

	4.1.1.02
	Pajak restoran
	15.000.000.000.

	4.1.1.02.01
	Restoran
	7.000.000.000.

	4.1.1.02.02
	Rumah Makan
	4.000.000.000.

	4.1.1.02.03
	Cafe
	3.000.000.000.

	4.1.1.02.04
	Kantin
	1.000.000.000.

	4.1.1.03
	Pajak Hiburan
	5.000.000.000.

	4.1.1.03.01
	Tontonan Film/Bioskop
	2.000.000.000.

	4.1.1.03.05
	Pameran
	1.000.000.000.

	4.1.1.03.06
	Diskotik
	1.000.000.000.

	4.1.1.03.13
	Pacuan Kuda
	1.000.000.000.

	4.1.1.04
	Pajak Reklame
	10.000.000.000.

	4.1.1.04.01
	Reklame Papan/Bill Board
	5.000.000.000.

	4.1.1.04.02
	Reklame Kain
	3.000.000.000.

	4.1.1.04.09
	Reklame Film/Slide
	2.000.000.000.

	4.1.1.05
	Penerangan Jalan umum
	5.000.000.000.

	4.1.1.05.01
	Pajak Penerangan Jalan PLN 
	5.000.000.000.

	4.1.1.07
	Pajak Parkir
	5.000.000.000.

	4.1.1.07.01
	Pajak Parkir
	5.000.000.000.

	4.1.1.08
	Pajak Air Bawah Tanah
	3.000.000.000.

	4.1.1.08.01
	Pajak Air Bawah Tanah
	3.000.000.000.

	4.1.1.09
	Pajak Sarang Burung Walet
	5.000.000.000.

	4.1.1.09.01
	Pajak Sarang Burung Walet
	5.000.000.000.

	4.1.1.10
	Pajak Lingkungan
	2.000.000.000.

	4.1.1.10.01
	Pajak Lingkungan
	2.000.000.000.

	4.1.4
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	7.010.000.000.

	4.1.4.01
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
	7.000.000.000.

	4.1.4.01.01
	Pelepasan Hak Atas Tanah
	7.000.000.000.

	4.1.4.03
	Pendapatan Bunga Deposito
	5.000.000.

	4.1.4.03.01
	Rekening Deposito Pada Bank
	5.000.000.

	4.1.4.04
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
	5.000.000.

	4.1.4.04.01
	Kerugian Uang
	5.000.000.


Adapun penatausahaan pendapatan sebagai SKPD dan penyetoran atas pendapatan tersebut selama bulan Januari 200B bendahara penerimaan SKPKD melakukan transaksi berikut ini : 

1. Tanggal 3 Januari 200B bendahara penerimaan menerima uang dari piutang pajak hotel bintang lima sebesar Rp 100.000.000. yang ada pada neraca awal.

2. Tanggal  5 Januari 200B menyetorkan uang dari piutang pajak tersebut ke kas daerah dengan membuat STS.

3. Tanggal  5 Januari 200B bendahara penerimaan menerima SKP Daerah (pajak hotel bintang empat) sebesar Rp 50.000.000. dari pengguna anggran.

4. Tanggal 10 Januari 200B bendahara penerimaan menerima SKP Daerah (pajak restoran) sebesar Rp 30.000.000. dari pengguna anggaran

5. Pada Tanggal 25 Januari 200B SKP Daerah (pajak hotel bintang empat) yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari 200B dibayar oleh Wajib Pajak Daerah kepada Bendahara Penerimaan.

6. Pada tanggal 26 Januari 200B, uang dari pajak hotel bintang empat tersebut disetor oleh Bendahara Penerimaan ke kas daerah. 

7. Pada tanggal  29 Januari 200B bendahara penerimaan menerima  uang sebesar Rp 30.000.000. dari wajib pajak daerah sebagai pembayaran SKP Daerah (pajak restoran) yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 200B.   

8. Pada tanggal 30 Januari 200B bendahara penerimaan menyetorkan uang ke kas daerah dari pajak restoran tersebut.

Berdasarkan transaksi di atas, lakukan penatausahaan pada bendahara penerimaan dan laporan pertanggungjawabannya.
3. Akuntansi Pendapatan SKPKD sebagai SKPD
Di bawah ini informasi tentang Pendapatan SKPKD yang sudah disetor ke Rekening Umum Daerah selama tahun anggaran 200B:
  Pendapatan SKPKD sebagai SKPD selama Tahun 200B

	Bulan
	SKP
	TBP
	Pendapatan
	STS
	Jumlah (Rp)

	
	Tgl
	No
	Tgl
	No
	
	Tgl
	No
	

	Januari
	-
	-
	03
	001
	Pajak Hotel Bintang 5
	05
	001
	100.000.000.

	
	05
	001
	25
	002
	Pajak Hotel Bintang 4
	26
	002
	50.000.000.

	
	10
	002
	29
	003
	Pajak Restoran
	30
	003
	30.000.000.

	Februari
	01
	003
	10
	004
	Hotel Bintang Berlian
	10
	004
	700.000.000.

	
	05
	004
	12
	005
	Pajak Hotel Bintang *****
	13
	005
	580.000.000.

	
	15
	005
	17
	006
	Pajak Hotel Bintang ****
	18
	006
	400.000.000.

	
	18
	006
	26
	007
	Pajak Hotel Bintang ***
	26
	007
	250.000.000.

	
	19
	007
	27
	008
	Pajak Restoran
	28
	008
	570.000.000.

	
	21
	008
	27
	009
	Pajak Rumah Makan
	28
	009
	660.000.000.

	Maret
	02
	009
	18
	010
	Hotel Bintang Berlian
	18
	010
	800.000.000.

	
	04
	010
	20
	011
	Pajak Hotel Bintang *****
	21
	011
	580.000.000.

	
	04
	011
	22
	012
	Pajak Hotel Bintang ****
	22
	012
	410.000.000.

	
	04
	012
	22
	013
	Pajak Hotel Bintang ***
	22
	013
	350.000.000.

	
	04
	013
	23
	014
	Pajak Hotel Bintang **
	24
	014
	500.000.000.

	
	04
	014
	23
	015
	Pajak Hotel Bintang *
	24
	015
	250.000.000.

	
	04
	015
	24
	016
	Pajak Hotel Melati 3
	25
	016
	250.000.000.

	
	08
	016
	27
	017
	Pajak Restoran
	27
	017
	570.000.000.

	
	08
	017
	31
	018
	Pajak Cafe
	31
	018
	750.000.000.

	April
	03
	018
	23
	019
	Hotel Bintang Berlian
	24
	019
	800.000.000.

	
	03
	019
	24
	020
	Pajak Hotel Bintang *****
	25
	020
	580.000.000.

	
	03
	020
	25
	021
	Pajak Hotel Bintang ****
	26
	021
	410.000.000.

	
	03
	021
	25
	022
	Pajak Hotel Bintang ***
	26
	022
	385.000.000.

	
	05
	022
	27
	023
	Pajak Restoran
	27
	023
	570.000.000.

	
	05
	023
	27
	024
	Pajak Rumah Makan
	27
	024
	660.000.000.

	
	05
	024
	28
	025
	Pajak Kantin
	29
	025
	250.000.000.

	
	06
	025
	29
	026
	Pajak Tontonan/Film
	29
	026
	500.000.000.

	
	06
	026
	29
	027
	Pajak Diskotik
	29
	027
	500.000.000.

	
	07
	027
	29
	028
	Pajak Reklame Kain
	29
	028
	1.000.000.000.

	
	08
	028
	30
	029
	Pajak Penerangan Jalan Umum
	30
	029
	1.250.000.000.

	
	08
	029
	30
	030
	Pajak Parkir
	30
	030
	550.000.000.

	
	10
	030
	30
	031
	Pajak Sarang Burung Walet
	30
	031
	2.000.000.000.

	Mei
	03
	031
	17
	032
	Hotel Bintang Berlian
	18
	032
	900.000.000.

	
	03
	032
	18
	033
	Pajak Hotel Bintang *****
	19
	033
	640.000.000.

	
	03
	033
	19
	034
	Pajak Hotel Bintang ****
	20
	034
	410.000.000.

	
	03
	034
	19
	035
	Pajak Hotel Bintang ***
	20
	035
	300.000.000.

	
	05
	035
	21
	036
	Pajak Restoran
	22
	036
	570.000.000.

	
	05
	036
	22
	037
	Pajak Pacuan Kuda
	23
	037
	500.000.000.

	
	06
	037
	22
	038
	Pajak Reklame Papan
	23
	038
	1.250.000.000.

	
	06
	038
	23
	039
	Pajak Reklame Slide
	24
	039
	1.000.000.000.

	
	19
	039
	29
	040
	Pajak Parkir
	30
	040
	550.000.000.

	
	10
	040
	29
	041
	Pajak Lingkungan
	30
	041
	1.000.000.000.

	
	10
	041
	29
	042
	Pelepasan Hak Atas Tanah
	30
	042
	7.000.000.000.

	Juni
	03
	042
	17
	043
	Hotel Bintang Berlian
	18
	043
	900.000.000.

	
	03
	043
	18
	044
	Pajak Hotel Bintang *****
	19
	044
	580.000.000.

	
	03
	044
	19
	045
	Pajak Hotel Bintang ****
	20
	045
	410.000.000.

	
	03
	045
	19
	046
	Pajak Hotel Bintang ***
	20
	046
	200.000.000.

	
	05
	046
	21
	047
	Pajak Hotel Bintang **
	22
	047
	500.000.000.

	
	05
	047
	22
	048
	Pajak Hotel Bintang *
	23
	048
	250.000.000.

	
	06
	048
	22
	049
	Pajak Hotel Melati 3
	23
	049
	250.000.000.

	
	06
	049
	23
	050
	Pajak Restoran
	24
	050
	570.000.000.

	
	19
	050
	29
	051
	Pajak Rumah Makan
	29
	051
	660.000.000.

	
	10
	051
	29
	052
	Pajak Café
	29
	052
	700.000.000.

	
	10
	052
	29
	053
	Pajak Tontonan/Film
	29
	053
	500.000.000.

	
	11
	053
	29
	054
	Pajak Reklame Kain
	30
	054
	1.000.000.000.

	
	12
	054
	29
	055
	Pajak Parkir
	30
	055
	550.000.000.

	
	12
	055
	30
	056
	Pajak Air Bawah Tanah
	30
	056
	1.500.000.000.


Pendapatan SKPKD sebagai SKPD selama  Tahun 200B
	Bulan
	SKP
	TBP
	Pendapatan
	STS
	Jumlah

	
	Tgl
	No
	Tgl
	No
	
	Tgl
	No
	

	Juli
	04
	056
	15
	057
	Hotel Bintang Berlian
	16
	057
	1.200.000.000.

	
	04
	057
	15
	058
	Pajak Hotel Bintang *****
	16
	058
	880.000.000.

	
	04
	058
	17
	059
	Pajak Hotel Bintang ****
	18
	059
	410.000.000.

	
	04
	059
	18
	060
	Pajak Hotel Bintang ***
	19
	060
	700.000.000.

	
	05
	060
	19
	061
	Pajak Restoran
	20
	061
	970.000.000.

	
	06
	061
	19
	062
	Pajak Pameran
	20
	062
	400.000.000.

	
	06
	062
	19
	063
	Pajak Pacuan Kuda
	20
	063
	600.000.000.

	
	07
	063
	21
	064
	Pajak Reklame Papan
	22
	064
	1.250.000.000.

	
	07
	064
	23
	065
	Pajak Parkir
	24
	065
	550.000.000.

	
	09
	065
	27
	066
	Pajak Sarang Burung Walet
	28
	066
	2.000.000.000.

	Agustus
	04
	066
	15
	067
	Hotel Bintang Berlian
	16
	067
	900.000.000.

	
	04
	067
	15
	068
	Pajak Hotel Bintang *****
	16
	068
	580.000.000.

	
	04
	068
	17
	069
	Pajak Hotel Bintang ****
	18
	069
	410.000.000.

	
	04
	069
	18
	070
	Pajak Hotel Bintang ***
	19
	070
	350.000.000.

	
	05
	070
	19
	071
	Pajak Restoran
	20
	071
	570.000.000.

	
	06
	071
	19
	072
	Pajak Rumah Makan
	20
	072
	660.000.000.

	
	06
	072
	19
	073
	Pajak Kantin
	20
	073
	250.000.000.

	
	07
	073
	21
	074
	Pajak Reklame Papan
	22
	074
	1.250.000.000.

	
	07
	074
	23
	075
	Pajak Penerangan Jalan Umum
	24
	075
	1.250.000.000.

	
	09
	075
	27
	076
	Pajak Parkir
	28
	076
	550.000.000.

	
	10
	076
	29
	077
	Pajak Sarang Burung Walet
	29
	077
	2.000.000.000.

	
	10
	077
	29
	078
	Pajak Lingkungan
	30
	078
	1.000.000.000.

	September
	04
	078
	15
	079
	Hotel Bintang Berlian
	16
	079
	800.000.000.

	
	04
	079
	15
	080
	Pajak Hotel Bintang *****
	16
	080
	580.000.000.

	
	04
	080
	17
	081
	Pajak Hotel Bintang ****
	18
	081
	450.000.000.

	
	04
	081
	18
	082
	Pajak Hotel Bintang ***
	19
	082
	300.000.000.

	
	05
	082
	19
	083
	Pajak Hotel Bintang **
	20
	083
	500.000.000.

	
	06
	083
	19
	084
	Pajak Hotel Bintang *
	20
	084
	250.000.000.

	
	06
	084
	19
	085
	Pajak Hotel Melati 3
	20
	085
	250.000.000.

	
	07
	085
	21
	086
	Pajak Restoran
	22
	086
	570.000.000.

	
	07
	086
	23
	087
	Pajak Café
	24
	087
	750.000.000.

	
	09
	087
	27
	088
	Pajak Tontonan/Film
	28
	088
	500.000.000.

	
	10
	088
	29
	089
	Pajak Parkir
	29
	089
	550.000.000.

	Oktober
	04
	089
	15
	090
	Hotel Bintang Berlian
	16
	090
	800.000.000.

	
	04
	090
	15
	091
	Pajak Hotel Bintang *****
	16
	091
	580.000.000.

	
	04
	091
	17
	092
	Pajak Hotel Bintang ****
	18
	092
	510.000.000.

	
	04
	092
	18
	093
	Pajak Hotel Bintang ***
	19
	093
	200.000.000.

	
	05
	093
	19
	093
	Pajak Restoran
	20
	093
	570.000.000.

	
	06
	094
	19
	095
	Pajak Rumah Makan
	20
	095
	660.000.000.

	
	06
	095
	19
	096
	Pajak Kantin
	20
	096
	250.000.000.

	
	07
	096
	21
	097
	Pajak Diskotik
	22
	097
	500.000.000.

	
	07
	097
	23
	098
	Pajak Penerangan Jalan Umum
	24
	098
	1.250.000.000.

	
	09
	098
	27
	099
	Pajak Parkir
	28
	099
	550.000.000.

	Nopember
	04
	099
	15
	100
	Hotel Bintang Berlian
	16
	100
	1.000.000.000.

	
	04
	100
	17
	101
	Pajak Hotel Bintang *****
	18
	101
	580.000.000.

	
	04
	101
	18
	102
	Pajak Hotel Bintang ****
	19
	102
	510.000.000.

	
	04
	102
	19
	103
	Pajak Hotel Bintang ***
	20
	103
	300.000.000.

	
	05
	103
	19
	104
	Pajak Restoran
	20
	104
	570.000.000.

	
	06
	104
	19
	105
	Pajak Reklame Papan
	20
	105
	1.250.000.000.

	
	06
	105
	21
	106
	Pajak Reklame Kain
	22
	106
	1.000.000.000.

	
	07
	106
	23
	107
	Pajak Reklame Slide
	24
	107
	1.000.000.000.

	
	07
	107
	27
	108
	Pajak Parkir
	28
	108
	550.000.000.


Pendapatan SKPKD sebagai SKPD selama  Tahun 200B
	Bulan
	SKP
	TBP
	Pendapatan
	STS
	Jumlah

	
	Tgl
	No
	Tgl
	No
	
	Tgl
	No
	

	Desember
	04
	108
	15
	109
	Hotel Bintang Berlian
	16
	109
	1.200.000.000.

	
	04
	109
	16
	110
	Pajak Hotel Bintang *****
	16
	110
	780.000.000.

	
	04
	110
	17
	111
	Pajak Hotel Bintang ****
	17
	111
	700.000.000.

	
	04
	111
	18
	112
	Pajak Hotel Bintang ***
	19
	112
	750.000.000.

	
	05
	112
	18
	113
	Pajak Hotel Bintang **
	19
	113
	700.000.000.

	
	06
	113
	18
	114
	Pajak Hotel Bintang *
	19
	114
	350.000.000.

	
	06
	114
	19
	115
	Pajak Hotel Melati 3
	19
	115
	350.000.000.

	
	07
	115
	20
	116
	Pajak Restoran
	20
	116
	970.000.000.

	
	07
	116
	21
	117
	Pajak Rumah Makan
	21
	117
	700.000.000.

	
	09
	117
	21
	118
	Pajak Café
	21
	118
	750.000.000.

	
	10
	118
	23
	119
	Pajak Kantin
	23
	119
	250.000.000.

	
	11
	119
	23
	121
	Pajak Tontonan/Film
	23
	121
	500.000.000.

	
	11
	120
	24
	121
	Pajak Pameran
	24
	121
	600.000.000.

	
	12
	121
	24
	122
	Pajak Penerangan Jalan Umum
	24
	122
	1.250.000.000.

	
	12
	122
	27
	123
	Pajak Parkir
	28
	123
	600.000.000.

	
	13
	123
	27
	124
	Pajak Air Bawah Tanah
	28
	124
	1.500.000.000.

	
	15
	124
	28
	125
	Pendapatan Bunga Deposito
	29
	125
	5.000.000.

	
	15
	125
	28
	126
	Pendapatan Tuntutan Perbendaharaan
	29
	126
	5.000.000.


Berdasarkan pada informasi pendapatan SKPKD sebagai SKPD di atas, maka catatlah pendapatan tersebut,  ke jurnal pendapatan LO, penerimaan kas dan penyetoran kas ke rekening kas umum daerah menggunakan format khusus seperti pada buku dokumen output.
4. Penatausahaan Belanja SKPKD sebagai SKPD

Bendahara pengeluaran SKPKD pada awal tahun 200B mengajukan SPP UP dan SPP LS Gaji dan tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.    Perbup/Perwal Penjabaran APBD No 01 Tahun 200B

b.    Besarnya DPA untuk SKPKD sebagai SKPD sebesar Rp 4.500.000.000.

c.    SPD No 02 tanggal 3 Januari 200B yang disediakan untuk triwulan pertama sebesar Rp 800.000.000.

d.     Besarnya uang persedian berdasarkan SK Bupati/Walikota nomor 03 tanggal 3 Januari 200B adalah sebesar Rp 100.000.000
e.    SPP UP yang diajukan sebesar Rp 100.000.000
f.    SPP LS Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 120.000.000. yang terdiri atas :

	
	Gaji Pokok
	80.000.000.

	
	Tunjangan Keluarga
	20.000.000.

	
	Tunjangan Fungsional
	20.000.000.


Berdasarkan pada informasi tersebut isilah dokumen SPP dan SPM pada buku output.

5. Akuntansi Belanja SKPKD sebagai SKPD

Berdasarkan informasi penerimaan SP2D UP, GU dan LS serta pemotongan dan Penyetoran Pajak selama tahun 200B
Penerimaan SP2D dari BUD

	No
	Penerimaan SP2D dari BUD
	Ket
	Bulan

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	(Dalam Jutaan)

	1
	SP2D UP
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	SP2D GU
	
	
	98
	82
	78
	86
	100
	100
	100
	99
	90
	100
	99

	4
	SP2D LS Gaji dan tunjangan
	
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	240

	5
	SP2D LS BJ (belanja modal)
	
	
	
	
	
	
	
	215
	
	
	
	500
	

	6
	SP2D LS BJ Non Pihak ketiga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	


Pemotongan dan Penyetoran Pajak
	No
	Keterangan
	Bulan

	
	
	Ket
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Pemotongan Pajak (dlm jutaan rupiah)

	17
	PPN
	
	
	10
	11
	12
	15
	10
	12
	10
	12
	12
	12
	10

	18
	PPh pasal 21
	
	20
	22
	22
	22
	21
	23
	21
	22
	23
	23
	22
	40

	19
	PPh pasal 22
	
	
	5
	
	
	8
	
	9
	10
	
	11
	
	10

	Penyetoran Pajak (dlm jutaan rupiah)

	20
	PPN
	
	
	10
	11
	12.
	15
	10
	12
	10
	12
	12
	12
	10

	21
	PPh pasal 21
	
	20
	22
	22
	22
	21
	23
	21
	22
	23
	23
	22
	40

	22
	PPh pasal 22
	
	
	5
	
	
	8
	
	9
	10
	
	11
	
	10


Berikut ini realisasi belanja dengan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan belanja LS yang terjadi selama tahun 200B

	Bulan
	Nama Akun
	No Akun
	UP/LS
	No BKU
	Jumlah

	Januari  2
	Belanja ATK
	5.2.2.01.01
	UP
	01
	28.000.000.

	2
	Belanja Perangko dan Materai
	5.2.2.01.03
	UP
	02
	10.000.000.

	3
	Belanja Telepon
	5.2.2.03.01
	UP
	03
	20.000.000.

	6
	Belanja Listrik
	5.2.2.03.03
	UP
	04
	40.000.000.

	8
	Belanja Gaji Pokok
	5.1.1.01.01
	LS
	05
	80.000.000.

	8
	Belanja Tunjangan Keluarga
	5.1.1.01.02
	LS
	06
	20.000.000.

	8
	Belanja Tunjangan Fungsional
	5.1.1.01.04
	LS
	07
	20.000.000.

	Februari 4
	Belanja ATK
	5.2.2.01.01
	UP
	01
	32.000.000.

	5
	Belanja Air
	5.2.2.03.02
	UP
	02
	8.000.000.

	8
	Belanja Cetak 
	5.2.2.06.01
	UP
	03
	30.000.000.

	9
	Belanja Sewa Gedung
	5.2.2.07.02
	UP
	04
	12.000.000.

	6
	Belanja Gaji Pokok
	5.1.1.01.01
	LS
	05
	80.000.000.

	6
	Belanja Tunjangan Keluarga
	5.1.1.01.02
	LS
	06
	20.000.000.

	6
	Belanja Tunjangan Fungsional
	5.1.1.01.04
	LS
	07
	20.000.000.

	Maret     5
	Belanja ATK
	5.2.2.01.01
	UP
	01
	22.000.000.

	6
	Belanja Mamin Rapat
	5.2.2.11.02
	UP
	02
	8.000.000.

	8
	Belanja Mamin Kegiatan
	5.2.2.11.03
	UP
	03
	30.000.000.

	12
	Belanja Perjalanan Dinas Dlm Daerah
	5.2.2.15.01
	UP
	04
	18.000.000.

	5
	Belanja Gaji Pokok
	5.1.1.01.01
	LS
	05
	80.000.000.

	5
	Belanja Tunjangan Keluarga
	5.1.1.01.02
	LS
	06
	20.000.000.

	5
	Belanja Tunjangan Fungsional
	5.1.1.01.04
	LS
	07
	20.000.000.

	April   9
	Belanja ATK
	5.2.2.01.01
	UP
	01
	26.000.000.

	10
	Belanja Perangko dan Materai
	5.2.2.01.03
	UP
	02
	10.000.000.

	11
	Belanja Telepon
	5.2.2.03.01
	UP
	03
	20.000.000.

	12
	Belanja Listrik
	5.2.2.03.03
	UP
	04
	30.000.000.

	5
	Belanja Gaji Pokok
	5.1.1.01.01
	LS
	05
	80.000.000.

	5
	Belanja Tunjangan Keluarga
	5.1.1.01.02
	LS
	06
	20.000.000.

	5
	Belanja Tunjangan Fungsional
	5.1.1.01.04
	LS
	07
	20.000.000.

	Mei    10
	Belanja ATK
	5.2.2.01.01
	UP
	01
	32.000.000.

	12
	Belanja Air
	5.2.2.03.02
	UP
	02
	8.000.000.

	13
	Belanja Cetak 
	5.2.2.06.01
	UP
	03
	30.000.000.

	14
	Belanja Sewa Gedung
	5.2.2.07.02
	UP
	04
	30.000.000.

	5
	Belanja Gaji Pokok
	5.1.1.01.01
	LS
	05
	80.000.000.

	5
	Belanja Tunjangan Keluarga
	5.1.1.01.02
	LS
	06
	20.000.000.

	5
	Belanja Tunjangan Fungsional
	5.1.1.01.04
	LS
	07
	20.000.000.

	Juni   12
	Belanja ATK
	5.2.2.01.01
	UP
	01
	32.000.000.

	13
	Belanja Mamin Rapat
	5.2.2.11.02
	UP
	02
	8.000.000.

	14
	Belanja Mamin Kegiatan
	5.2.2.11.03
	UP
	03
	30.000.000.

	15
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	5.2.2.15.01
	UP
	04
	30.000.000.

	6
	Belanja Gaji Pokok
	5.1.1.01.01
	LS
	05
	80.000.000.

	6
	Belanja Tunjangan Keluarga
	5.1.1.01.02
	LS
	06
	20.000.000.

	6
	Belanja Tunjangan Fungsional
	5.1.1.01.04
	LS
	07
	20.000.000.

	Juli        3
	Belanja ATK
	5.2.2.01.01
	UP
	01
	28.000.000.

	3
	Belanja Perangko dan Materai
	5.2.2.01.03
	UP
	02
	12.000.000.

	4
	Belanja Telepon
	5.2.2.03.01
	UP
	03
	20.000.000.

	5
	Belanja Listrik
	5.2.2.03.03
	UP
	04
	40.000.000.

	6
	Belanja Gaji Pokok
	5.1.1.01.01
	LS
	05
	80.000.000.

	6
	Belanja Tunjangan Keluarga
	5.1.1.01.02
	LS
	06
	20.000.000.

	6
	Belanja Tunjangan Fungsional
	5.1.1.01.04
	LS
	07
	20.000.000.

	18
	Belanja Modal Komputer Notebook
	5.2.3.12.03
	LS
	
	215.000.000.

	Agustus 10
	Belanja ATK
	5.2.2.01.01
	UP
	01
	31.000.000.

	12
	Belanja Air
	5.2.2.03.02
	UP
	02
	18.000.000.

	13
	Belanja Cetak 
	5.2.2.06.01
	UP
	03
	10.000.000.

	14
	Belanja Sewa Gedung
	5.2.2.07.02
	UP
	04
	40.000.000.

	5
	Belanja Gaji Pokok
	5.1.1.01.01
	LS
	05
	80.000.000.

	5
	Belanja Tunjangan Keluarga
	5.1.1.01.02
	LS
	06
	20.000.000.

	5
	Belanja Tunjangan Fungsional
	5.1.1.01.04
	LS
	07
	20.000.000.

	September 3
	Belanja ATK
	5.2.2.01.01
	UP
	01
	32.000.000.

	4
	Belanja Mamin Rapat
	5.2.2.11.02
	UP
	02
	8.000.000.

	5
	Belanja Mamin Kegiatan
	5.2.2.11.03
	UP
	03
	20.000.000.

	6
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	5.2.2.15.01
	UP
	04
	30.000.000.

	6
	Belanja Gaji Pokok
	5.1.1.01.01
	LS
	05
	80.000.000.

	6
	Belanja Tunjangan Keluarga
	5.1.1.01.02
	LS
	06
	20.000.000.

	6
	Belanja Tunjangan Fungsional
	5.1.1.01.04
	LS
	07
	20.000.000.


Realisasi belanja dengan UP, Ganti Uang Persediaan, dan belanja LS yang terjadi selama tahun 200B
	Bulan
	Nama Akun
	No Akun
	UP/LS
	No BKU
	Jumlah

	Oktober    2
	Belanja ATK
	5.2.2.01.01
	UP
	01
	38.000.000.

	7
	Belanja Perangko dan Materai
	5.2.2.01.03
	UP
	02
	2.000.000.

	8
	Belanja Telepon
	5.2.2.03.01
	UP
	03
	20.000.000.

	9
	Belanja Listrik
	5.2.2.03.03
	UP
	04
	40.000.000.

	5
	Belanja Gaji Pokok
	5.1.1.01.01
	LS
	05
	80.000.000.

	5
	Belanja Tunjangan Keluarga
	5.1.1.01.02
	LS
	06
	20.000.000.

	5
	Belanja Tunjangan Fungsional
	5.1.1.01.04
	LS
	07
	20.000.000.

	November 2
	Belanja ATK
	5.2.2.01.01
	UP
	01
	31.000.000.

	5
	Belanja Air
	5.2.2.03.02
	UP
	02
	8.000.000.

	6
	Belanja Cetak 
	5.2.2.06.01
	UP
	03
	30.000.000.

	7
	Belanja Sewa Gedung
	5.2.2.07.02
	UP
	04
	30.000.000.

	5
	Belanja Gaji Pokok
	5.1.1.01.01
	LS
	05
	80.000.000.

	5
	Belanja Tunjangan Keluarga
	5.1.1.01.02
	LS
	06
	20.000.000.

	5
	Belanja Tunjangan Fungsional
	5.1.1.01.04
	LS
	07
	20.000.000.

	15
	Belanja Modal Kendaraan Dinas
	5.2.3.03.01
	LS
	08
	500.000.000.

	20
	Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
	5.2.1.01.01
	LS
	09
	20.000.000.

	Desember 2
	Belanja ATK
	5.2.2.01.01
	UP
	01
	32.000.000.

	3
	Belanja Mamin Rapat
	5.2.2.11.02
	UP
	02
	8.000.000.

	4
	Belanja Mamin Kegiatan
	5.2.2.11.03
	UP
	03
	20.000.000.

	5
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	5.2.2.15.01
	UP
	04
	30.000.000.

	5
	Belanja Gaji Pokok
	5.1.1.01.01
	LS
	05
	160.000.000.

	5
	Belanja Tunjangan Keluarga
	5.1.1.01.02
	LS
	06
	40.000.000.

	5
	Belanja Tunjangan Fungsional
	5.1.1.01.04
	LS
	07
	40.000.000.


Untuk nomor BKU pemotongan PFK dan penyetorannya diurut sesudah nomor BKU yang ada pada tabel belanja di atas. 

6. Penatausahaan SKPKD sebagai Pemda

Berdasarkan informasi penerimaan PPKD sebagai Pemerintah Daerah selama bulan Januari 200B adalah sebagai berikut:

a.     Pada tanggal 10 Januari 200B diterima nota kredit nomor 012 dari bank atas pendapatan dari bunga obligasi pada BUMN A sebesar Rp 200.000.000. ( DPA Rp 1.200.000.000)

b.     Pada tanggal 15 Januari 200B diterima nota kredit nomor 018  dari bank atas pendapatan  bagi hasil pajak (PPN) sebesar Rp 500.000.000. ( DPA Rp 2.500.000.000)

c.     Pada Tanggal 20 Januari 200B diterima nota kredit nomor 020 dari bank atas pendapatan dana alokasi umum sebesar Rp 600.000.000. (DPA Rp. 10.000.000.000.)

d.     Pada tanggal 24 Januari 200B diterima nota kredit nomor 024 dari bank atas penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya sebesar Rp 50.000.000. (DPA Rp 200.000.000.)

e.     Pada tanggal 28 Januari 200B diterima nota kredit nomor 028 dari bank atas pendapatan jasa giro dana cadangan sebesar Rp 100.000.000. (DPA Rp. 100.000.000.)

Di bawah ini adalah pengeluaran PPKD sebagai pemerintah daerah pada bulan Januari 200B :

a.    Tanggal 12 Januari 200B diterbitkan SP2D-LS nomor 001 belanja tidak langsung PPKD (berdasarkan SPP-LS Nomor 001 tanggal 9 januari 200B dan SPM-LS Nomor 001tanggal 10 Januari 200B) untuk pembayaran belanja bunga kepada lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp 30.000.000. (DPA Rp. 300.000.000.)

b.    Tanggal 15 Januari 200B diterbitkan SP2D-LS nomor 004 belanja tidak langsung PPKD (berdasarkan SPP-LS Nomor 002 tanggal 12 Januari 200B dan SPM-LS Nomor 002 tanggal 13 Januari 200B) untuk pembayaran belanja subsidi kepada PDAM sebesar Rp 100.000.000. (DPA Rp. 600.000.000.)

c.    Tanggal 21 Januari 200B diterbitkan SP2D-LS nomor 010 belanja tidak langsung PPKD (berdasarkan SPP-LS Nomor 003 tanggal 18 Januari 200B dan SPM-LS Nomor 003 tanggal 19 Januari 200B) untuk pembayaran belanja hibah kepada pemerintahan desa sebesar Rp 50.000.000 ( DPA Rp. 500.000.000.)

d.     Tanggal 25 Januari 200B diterbitkan SP2D-LS nomor 012 belanja tidak langsung PPKD (berdasarkan SPP-LS Nomor 004 tanggal 22 Januari 200B dan SPM-LS Nomor 004 tanggal 23 Januari 200B ) untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD A sebesar Rp 1.000.000.000. (DPA Rp. 2.000.000.000.)

e.     Pada tanggal 29 Januari 200B diterbitkan SP2D-LS nomor 016 belanja tidak langsung PPKD (berdasarkan SPP-LS Nomor 005 tanggal 26 Januari 200B dan SPM-LS Nomor 005 tanggal 27 Januari 200B) untuk pengeluaran pembiayaan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah Y sebesar Rp 250.000.000. (DPA Rp 250.000.000.)

Berikut ini merupakan informasi kode rekening untuk penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan PPKD pada bulan Januari 200B tersebut di atas.

	No
	  Nama Akun
	Kode /Rekening

	1
	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada pemerintah Daerah Lainnya
	6.1.5.01.03

	2
	Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD A
	6.2.2.02.01

	3
	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah Y
	6.2.3.02.01


Selanjutnya penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada  Bendahara Umum Daerah pada bulan Januari 200B adalah sebagai berikut :

a.    Tanggal 5 Januari 200B Nota Kredit nomor 01 sebesar Rp 30.000.000. dari bank atas peny etoran bendahara penerimaan SKPD Bina Marga.

b.    Tanggal 5 Januari 200B Nota kredit nomor 02 sebesar Rp 100.000.000 dari bank atas penyetoran bendahara penerimaan SKPKD

c.    Tanggal 5 Januari 200B diterbitkan SP2D UP dan SP2D-LS gaji dan tunjangan untuk SKPD Bina Marga masing-masing sebesar Rp 7.516.500 dan Rp. 48.452.050.

d.    Tanggal 5 Januari 200B diterbitkan SP2D UP dan SP2D-LS gaji dan tunjangan untuk SKPKD masing-masing sebesar Rp 60.000.000. dan Rp 120.000.000.

e.    Tanggal 8 Januari 200B Nota Kredit nomor 03 sebesar Rp 8.000.000. dari bank atas penyetoran bendahara penerimaan SKPD Bina Marga

f.    Tanggal 10 Januari 200B nota kredit nomor  012 sebesar Rp 200.000.000. dari bank atas setoran bendahara penerimaan PPKD

g.    Tanggal 11 Januari 200B Nota Kredit nomor 013 sebesar Rp 70.000.000. dari bank atas penyetoran bendahara penerimaan SKPD Bina Marga

h.    Tanggal 12 Januari 200B diterbitkan SP2D-LS Nomor 001 belanja tidak langsung PPKD untuk pembayaran belanja bunga sebesar Rp 30.000.000.

i.    Tanggal 15 Januari 200B Nota Kredit nomor 017 sebesar Rp 6.000.000. dari bank atas penyetoran bendahara penerimaan SKPD Bina Marga

j.    Tanggal 15 Januari 200B Nota Kredit nomor 018 sebesar Rp 500.000.000. dari bank atas penyetoran bendahara penerimaan PPKD

k.    Tanggal 15 Januari 200B diterbitkan SP2D-LS nomor 004 belanja tidak langsung PPKD untuk belanja subsidi sebesar Rp 100.000.000.

l.    Tanggal 20 Januari 200B Nota Kredit nomor 020 sebesar Rp 600.000.000 dari bank atas penyetoran bendahara penerimaan PPKD

m. Tanggal 21 Januari 200B diterbitkan SP2D-LS nomor 010 belanja tidak langsung PPKD untuk belanja hibah sebesar Rp 50.000.000.

n.    Tanggal 24 Januari 200B Nota Kredit nomor 024 sebesar Rp 50.000.000. dari bank atas setoran bendahara penerimaan PPKD

o.    Tanggal 25 Januari 200B diterbitkan SP2D-LS nomor 012 belanja tidak langsung PPKD untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD A sebesar Rp 1.000.000.000.

p.    Tanggal 26 Januari 200B nota kredit nomor 026 sebesar Rp 50.000.000 dari bank atas penyetoran bendahara penerimaan SKPKD

q.    Tanggal 28 Januari 200B nota kredit nomor 028 sebesar Rp 100.000.000. dari bank atas penyetoran bendahara penerimaan PPKD

r.    Tanggal 29 Januari 200B diterbitkan SP2D-LS nomor 016 belanja tidak langsung PPKD untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri  sebesar Rp 250.000.000.

s.    Tanggal 30 Januari 200B Nota Kredit nomor 0.. sebesar Rp 4.000.000. dari bank atas penyetoran bendahara penerimaan SKPD Bina Marga

t.    Tanggal 30 Januari 200B nota kredit nomor … sebesar Rp 30.000.000. dari bank atas penyetoran bendahara penerimaan SKPKD

7. Akuntansi Pendapatan SKPKD sebagai Pemda

Berikut ini merupakan informasi pendapatan SKPKD sebagai pemerintah daerah dari bulan Januari sampai dengan Desember 200B :
a.    Ringkasan DPA PPKD 1 (Pendapatan) sebagai pemerintah daerah terdiri atas :

	Kode Rekening
	Nama Urusan Pemerintahan/Organisasi/ Akun
	Anggaran

	1.20
	Pemerintahan umum
	

	1.20.05
	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	

	4.1.3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
	10.000.000.000.

	4.1.3.01
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
	8.000.000.000.

	4.1.3.01.01
	BUMD A
	5.000.000.000.

	4.1.3.01.02
	PT B
	3.000.000.000.

	4.1.3.04
	Pendapatan Bunga Obligasi  dari BUMN
	2.000.000.000.

	4.1.3.04.01
	BUMN  A
	1.000.000.000.

	4.1.3.04.02
	BUMN  B
	1.000.000.000.

	4.1.4
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 
	100.000.000.

	4.1.4.02
	Penerimaan Jasa giro
	100.000.000.

	4.1.4.02.03
	Jasa Giro Dana Cadangan 
	100.000.000.

	4.2.
	Dana Perimbangan
	100.000.000.000.

	4.2.1
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
	80.000.000.000.

	4.2.1.01
	Bagi Hasil Pajak
	50.000.000.000.

	4.2.1.01.01
	Bagi Hasil PBB
	30.000.000.000.

	4.2.1.01.02
	Bagi Hasil BPHATB
	10.000.000.000.

	4.2.1.01.03
	Bagi Hasil PPh psl 25 dan psl 29 WPOPDN dan PPh psl 21
	10.000.000.000.

	4.2.1.02
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam
	30.000.000.000.

	4.2.1.02.01
	Bagi Hasil Iuran Hak Penguasaan Hutan
	20.000.000.000.

	4.2.1.02.02
	Bagi Hasil provisi Sumber Daya Hutan
	5.000.000.000.

	4.2.1.02.03
	Bagi Hasil Dana Reboisasi
	5.000.000.000.

	4.2.2
	Dana Alokasi Umum
	10.000.000.000.

	4.2.2.01
	Dana Alokasi Umum
	10.000.000.000.

	4.2.2.01.01
	Dana Alokasi Umum
	10.000.000.000.

	4.2.3
	Dana Alokasi Khusus
	10.000.000.000.

	4.2.3.01
	Dana Alokasi khusus
	10.000.000.000.

	4.2.3.01.01
	Dana Alokasi khusus
	10.000.000.000.

	4.3
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah 
	43.000.000.000.

	4.3.1
	Pendapatan Hibah
	15.000.000.000.

	4.3.1.01
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
	10.000.000.000.

	4.3.1.01.01
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
	10.000.000.000.

	4.3.1.02
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
	5.000.000.000.

	4.3.1.02.01
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
	5.000.000.000.

	4.3.2
	Pendapatan Dana Darurat
	3.000.000.000.

	4.3.2.01
	Penanggulangan Korban
	3.000.000.000.

	4.3.2.01.01
	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
	3.000.000.000.

	4.3.3
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya
	20.000.000.000.

	4.3.3.01
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
	10.000.000.000.

	4.3.3.01.01
	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	5.000.000.000.

	4.3.3.01.03
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama kendaraan Bermotor
	5.000.000.000.

	4.3.3.02
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Lainnya
	6.000.000.000.

	4.3.3.02.01
	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Lainnya
	6.000.000.000.

	4.3.3.03
	Dana Bagi Hasil Pajak - Kabupaten / Provinsi Lainnya
	4.000.000.000.

	4.3.3.03.01
	Dana bagi Hasil Pajak dari Kabupaten dari Provinsi Lainnya
	4.000.000.000.

	4.3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	1.000.000.000.

	4.3.4.02
	Dana Otonomi Khusus
	1.000.000.000.

	4.3.4.02.01
	Dana Otonomi Khusus
	1.000.000.000.

	4.3.5
	Bantuan Keuangan dari Pem Prov / Pemda Lainnya
	4.000.000.000.

	4.3.5.01
	Bantuan Keuangan dari Provinsi
	4.000.000.000.

	4.3.5.01.01
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Setempat
	4.000.000.000.


b.    DPA PPKD 2.1 (Belanja Tidak Langsung) sebagai pemerintah daerah terdiri atas

	Kode Rekening
	Nama Urusan Pemerintahan/Organisasi/Akun
	Anggaran

	1.20
	Pemerintahan umum
	

	1.20.05
	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	

	5.1
	Belanja Tidak Langsung
	65.000.000.000.

	5.1.2
	Belanja Bunga
	5.000.000.000.

	5.1.2.01
	Bunga Utang Pinjaman
	4.000.000.000.

	5.1.2.01.01
	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat
	3.000.000.000.

	5.1.2.01.02
	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
	100.000.000.

	5.1.2.01.03
	Belanja Bunga Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank
	100.000.000.

	5.1.2.01.04
	Belanja Bunga Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
	250.000.000.

	5.1.2.01.05
	Belanja Bunga Utang Jangka Panjang Lainnya
	550.000.000.

	5.1.2.02
	Bunga Utang Obligasi
	1.000.000.000.

	5.1.2.02.01
	Bunga Utang Obligasi
	1.000.000.000.

	5.1.3
	Belanja Subsidi
	5.000.000.000.


Lanj: DPA PPKD 2.1 (Belanja Tidak Langsung) sebagai pemerintah daerah terdiri atas

	Kode Rekening
	Nama Urusan Pemerintahan/Organisasi/Akun
	Anggaran

	5.1.3.01
	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
	5.000.000.000.

	5.1.3.01.01
	Belanja Subsidi Kepada PDAM
	4.000.000.000.

	5.1.3.01.02
	Belanja Subsidi Kepada Lembaga Masyarakat
	1.000.000.000.

	5.1.4
	Belanja Hibah
	10.000.000.000.

	5.1.4.02
	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
	3.000.000.000.

	5.1.4.02.01
	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Dalam Provinsi
	2.000.000.000.

	5.1.4.02.02
	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya luar Provinsi
	1.000.000.000.

	5.1.4.03
	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Desa
	4.000.000.000.

	5.1.4.03.01
	Pemerintah Desa
	4.000.000.000.

	5.1.4.06
	Belanja Hibah Kepada Kelompok /anggota Masyarakat
	3.000.000.000.

	5.1.4.06.01
	Kepada Kelompok Masyarakat
	3.000.000.000.

	5.1.5
	Belanja Bantuan Sosial
	10.000.000.000.

	5.1.5.01
	Belanja Bantuan Sosial Kpd Organisasi Sosial Kemasyarakatan
	3.000.000.000.

	5.1.5.01.01
	Belanja Ban Sos Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan agama
	3.000.000.000.

	5.1.5.04
	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
	3.000.000.000.

	5.1.5.04.01
	PAN
	1.000.000.000.

	5.1.5.04.02
	PKB
	1.000.000.000.

	5.1.5.04.03
	Golkar
	1.000.000.000.

	5.1.6
	Belanja Bagi Hasil  kpd Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa
	20.000.000.000.

	5.1.6.03
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah  Kepada  Pemerintah Desa
	10.000.000.000.

	5.1.6.03.01
	Desa  A
	5.000.000.000.

	5.1.6.03.02
	Desa  B
	5.000.000.000.

	5.1.6.05
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
	10.000.000.000.

	5.1.6.05.01
	Desa A
	5.000.000.000.

	5.1.6.05.02
	Desa B
	5.000.000.000.

	5.1.7
	Belanja Bant Keuangan kpd Provinsi /Kabupaten /Kota dan Desa
	5.000.000.000.

	5.1.7.03
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
	5.000.000.000.

	5.1.7.03.01
	Desa A
	3.000.000.000.

	5.1.7.03.02
	Desa B
	2.000.000.000.

	5.1.8
	Belanja Tidak Terduga
	5.000.000.000.

	5.1.8.01
	Belanja Tidak terduga
	5.000.000.000.

	5.1.8.01.01
	Belanja Tidak terduga
	5.000.000.000.


a. DPA PPKD  3.1 ( Rincian Penerimaan Pembiayaan) sbg pemerintah daerah:

	Kode Rekening
	Nama Urusan Pemerintahan/Organisasi/Akun
	Anggaran

	1.20
	Pemerintahan umum
	

	1.20.05
	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	

	6.1
	Penerimaan Pembiayaan
	10.600.000.000.

	6.1.2
	Pencairan Dana Cadangan
	5.150.000.000.

	6.1.2.01
	Pencairan Dana Cadangan
	5.150.000.000.

	6.1.2.01.01
	Pencairan Dana Cadangan No 1
	5.150.000.000.

	6.1.4
	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri
	5.000.000.000.

	6.1.4.02
	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri- Pem Daerah Lainnya
	1.000.000.000.

	6.1.4.02.01
	Pemerintah Daerah X
	1.000.000.000.

	6.1.4.03
	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank
	2.000.000.000.

	6.1.4.03.01
	Bank  A
	1.000.000.000.

	6.1.4.03.02
	Bank  B
	1.000.000.000.

	6.1.4.04
	Penerimaan Pinjaman Dlm Negeri  Lemb Keuangan Bukan Bank
	2.000.000.000.

	6.1.4.04.01
	LKBB A
	1.200.000.000.

	6.1.4.04.02
	LKBB  B
	800.000.000.

	6.1.5
	Penerimaan Kembali Pinjaman
	450.000.000.

	6.1.5.01
	Penerimaan Kembali Pinjaman
	450.000.000.

	6.1.5.01.01
	Kepada Perusahaan Negara/ BUMN A
	100.000.000.

	6.1.5.01.02
	Kepada Perusahaan Daerah/BUMD A
	150.000.000.

	6.1.5.01.03
	Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
	100.000.000.

	6.1.5.01.04
	Kepada Pemerintah Pusat
	100.000.000.


b.    DPA PPKD 3.2 ( Rincian Pengeluaran Pembiayaan) sebagai pemerintah daerah:

	Kode Rekening
	Nama Urusan Pemerintahan/Organisasi/Akun
	Anggaran

	1.20
	Pemerintahan umum
	

	1.20.05
	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	

	6.2
	Pengeluaran Pembiayaan
	218.097.000.000.

	6.2.1
	Pembentukan Dana Cadangan
	91.237.000.000.

	6.2.1.01
	Pembentukan Dana Cadangan
	91.237.000.000.

	6.2.1.01.02
	Dana Cadangan  No 2
	40.000.000.000.

	6.2.1.01.03
	Dana Cadangan N0 3
	51.237.000.000.

	6.2.2
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
	100.500.000.000.


Lanj: DPA PPKD 3.2 ( Rincian Pengeluaran Pembiayaan) sebagai pemerintah daerah:

	Kode Rekening
	Nama Urusan Pemerintahan/Organisasi/Akun
	Anggaran

	6.2.2.01
	BUMN
	50.000.000.000.

	6.2.2.01.01
	BUMN  A
	50.000.000.000.

	6.2.2.02
	BUMD
	30.000.000.000.

	6.2.2.02.01
	BUMD  A
	15.000.000.000.

	6.2.2.02.02
	BUMD  B
	15.000.000.000.

	6.2.2.03
	Swasta
	20.500.000.000.

	6.2.2.03.01
	Swasta Nasional
	15.000.000.000.

	6.2.2.03.02
	Swasta Daerah
	5.500.000.000.

	6.2.3
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
	5.200.000.000.

	6.2.3.01
	Pembayaran Pokok Pinjman Dalam Negeri- ke Pemerintah Pusat
	3.000.000.000.

	6.2.3.01.01
	Pemerintah Pusat
	3.000.000.000.

	6.2.3.02
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- ke Pemda lainnya
	700.000.000.

	6.2.3.02.01
	Pemerintah Daerah Y
	700.000.000.

	6.2.3.03
	Pembayaran Pokok Pinj Dlm Negeri- ke Lemb Keuangan Bank
	500.000.000.

	6.2.3.03.01
	Bank  A
	500.000.000.

	6.2.3.04
	Pembay Pokok Pinj Dlm Negeri- ke Lemb Keuangan Bukan Bank
	300.000.000.

	6.2.3.04.01
	LKBB A
	300.000.000.

	6.2.3.09
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi 
	200.000.000.

	6.2.3.09.01
	Obligasi atas nama
	200.000.000.

	6.2.3.11
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya
	500.000.000.

	6.2.3.11.01
	Pembayaran pokok utang jatuh tempo Lainnya
	500.000.000.

	6.2.4
	Pemberian Pinjaman 
	21.160.000.000.

	6.2.4.02
	Pemberina Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
	2.000.000.000.

	6.2.4.02.01
	Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
	2.000.000.000.

	6.2.4.03
	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
	5.000.000.000.

	6.2.4.03.01
	Kepada Perusahaan Negara/ BUMN A
	5.000.000.000.

	6.2.4.04
	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
	14.160.000.000.

	6.2.4.04.01
	Kepada Perusahaan Daerah/BUMD  A
	14.160.000.000.


a.  Realisasi pendapatan yang sudah diterima di kas daerah dari Januari s/d Desember 200B: 

	No
	Bulan
	Pendapatan
	Jumlah (Rp)

	1
	Januari
	Pendapatan Bunga Obligasi BUMN A
	200.000.000.

	
	
	Pendapatan Bagi Hasil PPN
	500.000.000.

	
	
	Dana Alokasi Umum
	600.000.000.

	
	
	Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
	100.000.000.

	2
	Februari
	Pendapatan Bunga Obligasi BUMN B
	500.000.000.

	
	
	Pendapatan Bunga Obligasi BUMN A
	500.000.000.

	
	
	Bagian Laba Atas PMP Daerah pada PT B
	500.000.000.

	3
	Maret
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 
	2.000.000.000.

	
	
	Bagian Laba Atas PMP Daerah pada BUMD A
	1.000.000.000.

	
	
	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	2.000.000.000.

	
	
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Setempat
	3.000.000.000.

	
	
	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi lainnya
	1.000.000.000.

	4
	April
	Bagian Laba Atas PMP Daerah pada BUMD A 
	2.000.000.000.

	
	
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
	2.000.000.000.

	
	
	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor  
	1.000.000.000.

	
	
	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
	1.000.000.000.

	
	
	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi lainnya 
	1.000.000.000.

	5
	Mei
	Bagian Laba Atas PMP Daerah BUMD A
	3.000.000.000.

	
	
	Bagi Hasil PPN
	10.000.000.000.

	
	
	Bagi Hasil iuran HPH
	5.000.000.000.

	
	
	Dana Alokasi Umum
	5.000.000.000.

	
	
	Dana Alokasi Khusus
	5.000.000.000.

	6
	Juni
	Bagian Laba Atas PMP Daerah pada BUMD A
	1.000.000.000.

	
	
	Bagian Laba Atas PMP Daerah pada PT B
	1.000.000.000.

	
	
	Bagi Hasil PPN
	5.000.000.000.

	
	
	Dana Alokasi Umum
	  6.000.000.000.

	
	
	Dana Alokasi Khusus
	4.000.000.000.

	7
	Juli
	Bagian Laba Atas PMP Daerah pada PT B
	1.000.000.000.

	
	
	Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan
	2.000.000.000.

	
	
	Bagi Hasil Dana Reboisasi
	3.500.000.000.

	
	
	Dana Alokasi Umum
	5.100.000.000.

	
	
	Dana Alokasi Khusus
	5.400.000.000.

	8
	Agustus
	Bagian Laba Atas PMP Daerah pada PT B
	500.000.000.

	
	
	Bunga Obligasi BUMN A
	500.000.000.

	
	
	Bagi Hasil PPN
	5.700.000.000.

	
	
	Bagi Hasil PBHTB
	2.300.000.000.

	
	
	Bagi Hasil PPh pasal 25,29 dan 21
	3.600.000.000.


Lanj: Realisasi pendapatan yang sudah diterima di kas daerah dari Januari s/d Desember 200B: 

	No
	Bulan
	Pendapatan
	Jumlah (Rp)

	9
	September
	Bagi Hasil PPN
	5.900.000.000.

	
	
	Bagi Hasil PBHTB
	3.200.000.000.

	
	
	Bagi Hasil PPh pasal 25,29 dan 21
	2.000.000.000.

	
	
	Bagi Hasil iuran HPH
	5.005.000.000.

	10
	Oktober
	Pendapatan Bunga Obligasi BUMN B
	1.004.000.000.

	
	
	Bagi Hasil PPN
	5.007.000.000.

	
	
	Bagi Hasil iuran HPH
	5.009.000.000.

	
	
	Bagi Hasil Pajak dari Bea Balik Nama Kend Bermoto
	1.001.000.000.

	11
	November
	Pendapatan Bunga Obligasi BUMN A
	1.500.000.000.

	
	
	Pendapatan Bunga Obligasi BUMN B
	500.000.000.

	
	
	Bagi Hasil Dana Reboisasi
	5.009.000.000.

	
	
	Dana Bagi Hasil Pajak dari kabupaten Provinsi Lainnya
	3.008.000.000.


b.  Realisasi Belanja yang sudah dikeluarkan dari Kas Daerah dari Januari s/d Desember 200B: 

	No
	Bulan
	Belanja
	Jumlah (Rp)

	1
	Januari
	Belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat
	400.500.000.

	
	
	Belanja subsidi kepada PDAM
	400.600.000.

	
	
	Belanja hibah kepada pemerintah desa
	900.700.000.

	
	
	Belanja bantuan sosial kpd organisasi sosial keagamaan
	400.800.000.

	2
	Februari
	Belanja subsidi kepada PDAM
	400.900.000.

	
	
	Belanja bagi hasil pajak ke desa A
	900.100.000.

	
	
	Belanja bagi hasil retribusi ke desa A
	900.200.000.

	3
	Maret
	Belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat
	900.300.000.

	
	
	Belanja hibah kepada pemerintah desa
	1.500.500.000.

	
	
	Belanja bantuan sosial kpd organisasi sosial keagamaan
	1.000.600.000.

	
	
	Belanja bagi hasil pajak ke desa B
	900.700.000.

	
	
	Belanja bagi hasil retribusi ke desa B
	900.800.000.

	4
	April
	Belanja subsidi kepada lembaga masyarakat 
	500.900.000.

	
	
	Belanja bagi hasil pajak ke desa A
	1.000.100.000.

	
	
	Belanja bagi hasil retribusi ke desa A
	1.000.200.000.

	
	
	Belanja bagi hasil pajak ke desa B
	1.000.300.000.

	5
	Mei
	Belanja bunga utang pinjaman kepada pemda lainnya
	1.000.400.000.

	
	
	Belanja hibah kepada kelompok masyarakat
	1.000.500.000.

	
	
	Belanja bantuan sosial kepada PAN
	800.600.000.

	
	
	Belanja bantuan sosial kepada PKB
	700.800.000.

	
	
	Belanja bagi hasil retribusi ke desa B
	1.500.900.000.

	
	
	Belanja bagi hasil pajak ke desa B
	600.100.000.

	6
	Juni
	Belanja subsidi kepada lembaga masyarakat 
	500.300.000.

	
	
	Belanja hibah kepada pemda lainnya dalam provinsi
	500.400.000.

	
	
	Belanja hibah kepada pemda lainnya luar provinsi
	500.500.000.

	
	
	Belanja bantuan sosial kepada Golkar
	1.000.600.000.

	7
	Juli
	Belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat
	500.700.000.

	
	
	Belanja bunga utang pinjaman kepada pemda lainnya
	200.800.000.

	
	
	Belanja bunga utang pinjaman kepada LKB
	100.900.000.

	
	
	Belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB
	150.100.000.

	
	
	Belanja bunga utang pinjaman jangka panjang lainnya
	550.200.000.

	
	
	Belanja hibah kepada pemerintah desa
	1.000.300.000.

	
	
	Belanja bantuan sosial kepada PDIP
	1.000.400.000.

	
	
	Belanja bagi hasil pajak ke desa A
	1.900.500.000.

	8
	Agustus
	Belanja subsidi kepada PDAM
	1.000.500.000.

	
	
	Belanja bagi hasil retribusi ke desa A
	1.000.600.000.

	
	
	Belanja bagi hasil retribusi ke desa B
	1.000.700.000.

	9
	September
	Belanja bunga utang obligasi
	500.800.000.

	
	
	Belanja hibah kepada kelompok masyarakat
	1.000.800.000.

	
	
	Belanja bantuan sosial kepada Demokrat
	1.000.900.000.

	
	
	Belanja bagi hasil retribusi ke desa A
	1.000.000.000.

	10
	Oktober
	Belanja subsidi kepada PDAM
	1.000.000.000.

	
	
	Belanja hibah kepada pemda lainnya dalam provinsi
	1.000.000.000.

	
	
	Belanja bantuan sosial kepada PKS
	1.000.000.000.

	
	
	Belanja bagi hasil pajak ke desa A
	1.000.000.000.

	
	
	Belanja bagi hasil retribusi ke desa A
	1.000.000.000.

	
	
	Belanja bantuan keuangan kepada desa A
	2.900.900.000.

	11
	November
	Belanja bunga utang obligasi
	500.000.000.

	
	
	Belanja hibah kepada pemda lainnya dalam provinsi
	500.000.000.

	
	
	Belanja hibah kepada pemda lainnya luar provinsi
	500.000.000.

	
	
	Belanja bantuan sosial kepada PBB
	1.000.000.000.

	
	
	Belanja bagi hasil pajak ke desa B
	2.000.000.000.

	
	
	Belanja Tak Terduga
	9.900.900.000.


Lanj: Realisasi Belanja yang sudah dikeluarkan dari Kas Daerah dari Januari s/d Desember 200B: 

	No
	Bulan
	Belanja
	Jumlah (Rp)

	12
	Desember
	Belanja subsidi kepada PDAM
	1.000.000.000.

	
	
	Belanja bagi hasil retribusi ke desa B
	1.000.000.000.


c.  Realisasi Penerimaan Pembiayaan yang sudah diterima di kas daerah sebagai berikut : 

	No
	Bulan
	Penerimaan Pembiayaan
	Jumlah (Rp)

	1
	Januari
	Penerimaan kembali  pinjaman kpd Perusahaan Negara/BUMN A
	100.000.000.

	2
	Februari
	Penerimaan pinjaman dalam negeri – Pemerintah daerah lainnya
	1.000.000.000.

	3
	Maret
	Pencairan dana cadangan No 1
	4.650.000.000.

	
	
	Penerimaan pinjaman dalam negeri- Lembaga Keuangan Bank A 
	900.000.000.

	4
	April
	Penerimaan pinjaman dalam negeri- Lembaga Keuangan Bank B
	900.000.000.

	
	
	Penerimaan pinjaman dalam negeri-LKBB A
	900.000.000.

	
	
	Penerimaan kembali pinjaman kpd perusahaan daerah/BUMD A
	150.000.000.

	5
	Mei
	Penerimaan pinjaman dalam negeri-LKBB  B
	900.000.000.

	6
	Juli
	Penerimaan kembali pinjaman kpd pemda lainnya
	100.000.000.

	7
	Agustus
	Penerimaan kembali pinjaman kpd pemerintah pusat
	100.000.000.


d. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan yang sudah dikeluarkan dari kas daerah adalah sebagai berikut :

	No
	Bulan
	Penerimaan Pembiayaan
	Jumlah (Rp)

	1
	Januari
	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-Pemda lainnya
	700.000.000.

	2
	Februari
	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-Pemerintah pusat
	2.900.000.000.

	3
	Maret
	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-LKB  A
	400.000.000.

	4
	April
	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-LKBB  A
	250.000.000.

	5
	Mei
	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-Obligasi
	200.000.000.

	6
	Juni
	Pembentukan dana cadangan No 2
	39.900.000.000.

	7
	Agustus
	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-lainnya
	500.000.000.

	8
	September
	Pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya
	2.000.000.000.

	9
	Oktober
	PMP Daeah pada BUMN A
	49.800.800.000.

	
	
	Pemberian pinjaman kepada BUMN A
	5.000.000.000.

	10
	November
	Pembentukan dana cadangan nomor 3
	51.100.000.000.

	
	
	PMP daerah pada BUMD A
	14.400.000.000.

	
	
	PMP daerah pada BUMD B
	14.500.000.000.

	
	
	PMP daerah pada swasta nasional
	14.800.000.000.

	
	
	PMP daerah pada swasta daerah
	5.500.500.000.

	
	
	Pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah/BUMD A
	13.200.000.000.


Keterangan :

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD A  menggunakan metode ekiutas.

b. Penyertaan Modal pemerintah Daerah pada PT B menggunakan metode biaya.

8. Akuntansi Konsolidasi

a. Sebelum melakukan konsolidasi, pastikan PPKD sudah mencatat semua penerimaan setoran yang berasal dari seluruh SKPD, dan juga mencatat transfer uang Belanja (UP/GU/TU/LS) untuk seluruh SKPD.  Demikian pula untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.  Pastikan semua transaksi sudah dicatat dalam jurnal khusus yang sudah disediakan
b. Selain itu pastikan lagi bahwa semua potongan dan penyetoran dalam kategori ”PFK” yaitu Pajak, Iuran wajib (Taperum, Taspen, Askes, Iuran Wajib Pegawai Negeri) sudah di catat pada jurnal yang seharusnya oleh fungsi PPKD.   Di bawah ini informasi pemotongan dan penyetoran PFK yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah selama tahun 200B:
Pemotongan dan Penyetoran PFK Oleh BUD

	No
	Bulan
	Keterangan
	Pemotongan
	Penyetoran

	1
	Januari
	Taperum
	4.900.000.
	4.900.000.

	
	
	Iuran Wajib Pegawai Negeri
	2.700.000.
	2.700.000.

	
	
	Taspen
	0.
	100.000.000.

	
	
	Askes
	0.
	45.000.000.

	2
	Februari
	Taperum
	5.500.000.
	5.500.000.

	
	
	Iuran Wajib Pegawai Negeri
	3.000.000.
	3.000.000.

	
	
	Taspen
	50.000.000.
	50.000.000.

	
	
	Askes
	20.000.000.
	20.000.000.

	3
	Maret
	Taperum
	5.500.000.
	5.500.000.

	
	
	Iuran Wajib Pegawai Negeri
	3.000.000.
	3.000.000.

	
	
	Taspen
	40.000.000.
	40.000.000.

	
	
	Askes
	20.000.000.
	20.000.000.

	4
	April
	Taperum
	5.500.000.
	5.500.000.

	
	
	Iuran Wajib Pegawai Negeri
	3.000.000.
	3.000.000.

	
	
	Taspen
	40.000.000.
	40.000.000.

	
	
	Askes
	30.000.000.
	30.000.000.

	5
	Mei
	Taperum
	5.500.000.
	5.500.000.

	
	
	Iuran Wajib Pegawai Negeri
	3.000.000.
	3.000.000.

	
	
	Taspen
	40.000.000.
	40.000.000.

	
	
	Askes
	20.000.000.
	20.000.000.

	6
	Juni
	Taperum
	5.500.000.
	5.500.000.

	
	
	Iuran Wajib Pegawai Negeri
	3.000.000.
	3.000.000.

	
	
	Taspen
	40.000.000.
	40.000.000.

	
	
	Askes
	20.000.000.
	20.000.000.

	7
	Juli
	Taperum
	5.500.000.
	5.500.000.

	
	
	Iuran Wajib Pegawai Negeri
	3.000.000.
	3.000.000.

	
	
	Taspen
	40.000.000.
	40.000.000.

	
	
	Askes
	20.000.000.
	20.000.000.

	8
	Agustus
	Taperum
	5.500.000.
	5.500.000.

	
	
	Iuran Wajib Pegawai Negeri
	3.000.000.
	3.000.000.

	
	
	Taspen
	40.000.000.
	40.000.000.

	
	
	Askes
	20.000.000.
	20.000.000.

	9
	September
	Taperum
	5.500.000.
	5.500.000.

	
	
	Iuran Wajib Pegawai Negeri
	3.000.000.
	3.000.000.

	
	
	Taspen
	40.000.000.
	40.000.000.

	
	
	Askes
	20.000.000.
	20.000.000.

	10
	Oktober
	Taperum
	5.500.000.
	5.500.000.

	
	
	Iuran Wajib Pegawai Negeri
	3.000.000.
	3.000.000.

	
	
	Taspen
	40.000.000.
	40.000.000.

	
	
	Askes
	20.000.000.
	20.000.000.

	11
	November
	Taperum
	5.500.000.
	5.500.000.

	
	
	Iuran Wajib Pegawai Negeri
	3.000.000.
	3.000.000.

	
	
	Taspen
	40.000.000.
	40.000.000.

	
	
	Askes
	20.000.000.
	20.000.000.

	12
	Desember
	Taperum
	10.000.000.
	0.

	
	
	Iuran Wajib Pegawai Negeri
	6.000.000.
	0.

	
	
	Taspen
	50.000.000.
	0.

	
	
	Askes
	40.000.000.
	0.


c. Di bawah ini informasi tentang Reklasifikasi dan penyesuaian pada akhir tahun yang terjadi pada SKPKD:
1. Kas di bendahara penerimaan yang belum sempat disetor ke kas daerah pada akhir tahun sebesar Rp 150.000.000.  (Harus dihilangkan karena CTA)
2. SKP Daerah yang sudah diterbitkan, namum belum dibayar oleh wajib pajak daerah sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 70.000.000.

3. Bagian yang akan jatuh tempo investasi jangka panjang pemerintah daerah pada tahun 200C adalah sebagai perikut :

· Pinjaman kepada perusahaan negara (BUMN A) sebesar
Rp. 100.000.000,-
· Pinjaman kepada perusahaan daerah (BUMD A) sebesar
Rp. 250.000.000,-
· Pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar 
……………..
Rp. 350.000.000,-
· Pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya sebesar
 …….  Rp. 300.000.000,-
4. Persediaan ATK yang masih tersisa pada akhir tahun berdasarkan hasil perhitungan phisik dikalikan dengan harga terakhir sebesar Rp 40.000.000.

5. Bagian yang akan jatuh tempo utang jangka panjang pemerintah daerah pada tahun 200C adalah sebagai berikut :

· Utang dalam negeri-Pemerintah pusat sebesar  …………  Rp. 1.500.000.000,-
· Utang dalam negeri-Pemerintah daerah lainnya sebesar    Rp. 1.200.000.000,-
· Utang dalam negeri-Lembaga Keuangan Bank A sebesar  Rp.    700.000.000,-
· Utang dalam negeri-LKBB  A sebesar  …………………   Rp.    600.000.000,-
· Utang dalam negeri-Obligasi sebesar  ……….………….   Rp.    500.000.000,-
· Utang jangka panjang lainnya sebesar  …………………   Rp.    400.000.000,-
6. Berdasarkan perhitungan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus, besarnya penyusutan pada tahun 200B sebesar Rp 1.500.000.000. harus disebutkan untuk jenis aset apa saja…..
E.  TUGAS   
Dalam posisi sebagai staf akuntansi di PEMDA - SKPKD, tugas saudara adalah mengidentifikasi tentang kebijakan akuntansi PEMDA - SKPKD, klasifikasi, susunan dan tata cara pengkodean rekening.   Hal yang harus saudara lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan di atas, perhatikan dan kerjakan tugas-tugas di bawah ini.
Tugas 1

Berdasarkan informasi-informasi tersebut di atas saudara diminta untuk membuat jurnal restatement dan menyusun neraca awal sesuai Konsep Basis Akrual.   Selanjutnya posting ke buku besar yang sesuai. 
Tugas 2

Melakukan  penatausahaan atas  pendapatan SKPKD sebagai SKPD pada bulan Januari 200B 
Tugas 3

Dari dokumen yang dikerjakan pada Tugas 2, saudara diminta untuk mencatat transaksi tersebut ke buku Jurnal Khusus Pendapatan LRA dan LO dan postinglah ke buku besar yang sesuai.
Tugas 4
Lakukan penatausahaan atas belanja-belanja SKPKD sebagai SKPD.  Bendahara pengeluaran SKPKD mengajukan SPP UP dan SPP LS Gaji dan Tunjangan.  Gunakan dokumen yang ada di buku 3. 
Tugas 5

Dari dokumen yang dikerjakan pada tugas 4, saudara diminta mencatat transaksi tersebut ke Jurnal Khusus Belanja dan Beban sebagai SKPD untuk mencatat penerimaan SP2D UP, GU dan LS serta pemotongan  dan penyetoran  Pajak selama tahun 200B, pada jurnal yang sudah disediakan dan posting ke buku besar yang besangkutan.
Tugas 6

Penatausahaan SKPKD sebagai Pemda, catatlah semua transaksi dalam jurnal untuk mencatat penerimaan PPKD sebagai Pemda dan mencatat pengeluaran PPKD sebagai Pemda, dan buatlah penatausahaan yang dilakukan bendahara penerimaan PPKD dan bendahara pengeluaran PPKD.  Selanjutnya catatlah transaksi penerimaan dan pengeluaran pada buku kas penerimaan dan pengeluaran BUD, laporan posisi kas harian dan rekonsiliasi bank, pada dokumen yang sudah  disediakan dalam buku 3
Tugas 7

Akuntansi Pendapatan SKPKD sebagai Pemda, catatlah semua transaksi untuk pendapatan, belanja tidak langsung, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.    Catatlah transaksi tersebut ke dalam buku jurnal khusus pendapatan, belanja yang sesuai, dan posting ke buku besar yang sesuai, format jurnal dan buku besar ada dalam buku 3.
Tugas 8

Sebagai fungsi PPKD buatlah jurnal untuk mencatat penerimaan setoran dari SKPD, dan buat jurnal untuk mencatat transfer belanja UP/GU/TU/LS dari BUD ke SKPD.  Kemudian membuat jurnal atas pemotongan dan penyetoran PFK oleh bendahara pengeluaran SKPD dan BUD

Tugas 9

 Buat jurnal untuk reklasifikasi utang dan penyesuaian pada akhir tahun 200B dan posting ke buku besar yang sesuai.

Tugas 10

Susunlah neraca saldo untuk rekening LRA dan LO sebagai PPKD

Tugas 11

Lakukan konsolidasi atas pencatatan di SKPKD sehingga akun resiprokal dapat ditutup.

Tugas 12

Susunlah laporan keuangan berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran.

Tugas 13

Lakukan penutupan atas rekening LRA dan LO, dan susunlah neraca saldo setelah penutupan.
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